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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka

penulis menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam

penelitian ini, yaitu :

1. Implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban

kekerasan psikis dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan dua (2) cara,

yaitu upaya non-penal dan upaya penal. Upaya non-penal dilakukan

dengan cara Preemtif adalah melakukan pencegahan yang secara dini,

melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasarannya mempengaruhi

faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut

sebagai faktor korelatif kriminogen dari terjadinya pelaku kekerasan untuk

menciptakan suatu kesadaran dan kewaspadaan serta daya tangkal, guna

terbinanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari perlakuan

kekerasan terhadap anak dalam keluarga dan cara Preventif yaitu bahwa

pencegahan adalah lebih baik daripada pemberantasan. Oleh karena itu

pengawasan dan pengendalian baik oleh polisi maupun keluarga,

masyarakat, guru, dan pemuka agama dapat dilakukan untuk mencegah

kekerasan psikis dalam rumah tangga, sedangkan upaya penal dilakukan

dengan tindakan repressive oleh pihak kepolisian DIY setelah kasus

kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga terjadi dan dilaporkan

kepada pihak kepolisian.
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2. Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam implementasi

perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam

rumah tangga adalah sebagai berikut :

a. Sulitnya menemukan alat bukti yang kuat dari seorang anak yang

menjadi korban kekerasan psikis, dalam hal ini yang dimaksud adalah

tentang bagaimana wujud dari kekerasan psikis.

b. Kesulitan untuk membedakan anak yang sedang mengalami kekerasan

psikis yang dilakukan oleh anggota keluarganya dalam lingkup rumah

tangga. Seorang anak yang sedang mengalami kekerasan psikis

biasanya mempunyai ketakutan untuk mengungkapkan persoalan yang

dialaminya sebagai akibat dari perbuatan pelakunya.

c. Banyaknya korban kekerasan psikis anak yang menutup diri kepada

masyarakat dilingkungannya dan juga termasuk kepada aparat

kepolisian ataupun kepada Lembaga Perlindungan Anak

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan penulis

adalah :

1. Perlu disosialisasikan oleh pihak penegak hukum kepada masyarakat

tentang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

2. Perlu dilakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap warga

masyarakat oelh pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau

lembaga pemerintah tentang masalah psikologis anak, agar para orang tua
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dapat mendidik anaknya dengan baik dan tidak melakukan kekerasan

psikis terhadap anak dalam lingkup rumah tangga.

3. Perlu ditingkatkan kesadaran warga masyarakat untuk melaporkan

kepada pihak yang berwajib kasusu-kasus kekerasan psikis dalam lingkup

rumah tangga yang terjadi didalam masyarakat.

4. Anak sebagai korban kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga

perlu di bombing agar tidak menutup diri dan terbuka terhadap aparat

kepolisian apbila diperlukan keterangannya baik oleh aparat kepolisian

maupun Lembaga Perlindungan Anak.
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